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ABSTRACT 

Poverty and slums are one of the problems in urban areas. Agrarian reform which 

consists of assets reform and access reform is one of the way to improve the 

welfare of the urban poor. Therefore, this paper aims to examine the impact of 

agrarian reform in terms of access reform to livelihood assets. To determine the 

success of the program, it is necessary to do an evaluation. Therefore, this paper 

aims to examine the form of the program and the role of the relevant institutions 

in the program, and the impact of agrarian reform from the point of view of 

access reform  to  livelihood assets. This paper focuses on the analysis of the 

livelihood assets of the people of Kampung Kenteng, Kota Surakarta. To obtain 

data in research, this paper uses mixed methods by collaborating quantitative and 

qualitative methods. The quantitative method was carried out through a survey of 

75 respondents using a questionnaire and then analyzed using pentagon assets. 

While the qualitative method is carried out by observation, document study, and 

interviewing the subject of access reform, parties from Kantor Pertanahan and 

related institutions. The results of this study  state that livelihood assets have 

changed after access reform. Of the 5 (five) livelihood assets, there were 4 (four) 

assets that increase and 1 asset that did not change. Assets that increase were 

financial, physical, natural resource and social assets. Meanwhile, the assets that 

have not changed are human resource assets. Analysis of livelihood assets can be 

used as an instrument in social mapping in access reform to agrarian reform in 

urban areas. With this analysis, it can be known the condition of people's 

livelihood assets in an area so that it can be used to determine the form of a 

program that is appropriate to the condition of the community. In addition, 

livelihood asset analysis can be used to evaluate programs for addressing access 

to agrarian reform. 

Keywords: poverty, urban agrarian reform, access reform, livelihood assets, 

welfare 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat. Hal tersebut secara lebih rinci diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-

undang tersebut terbit sebagai upaya pemerintah dalam meletakkan dasar-dasar 

untuk mengatur penguasaan, pemilikan, peruntukan, serta pengendalian 

pemanfaatan tanah agar terselenggara pengelolaan dan pemanfaatan tanah bagi 

sebesar-besar kemakmuran rakyat (Guntur, 2014). Adanya peraturan-peraturan 

tersebut tidak dapat memungkiri adanya permasalahan agraria. Reforma agraria 

lahir sebagai gagasan terbaik dalam dalam rangka mengatasi persoalan tanah dan 

masalah pengelolaan terhadap sumber daya alam (Arisaputra, 2016). 

Reforma agraria dimulai sejak lahirnya UUPA dengan fokus pemerintah 

pada awalnya adalah penataan dan redistribusi tanah pertanian atau yang disebut 

sebagai landreform. Pada awalnya, reforma agraria bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan petani dengan tingkat ekonomi rendah. Praktik pelaksanaan reforma 

agraria di perkotaan tidak tertutup untuk dilaksanakan meskipun reforma agraria 

identik dilaksanakan di wilayah perdesaan (Kamim, 2022). Berbeda dari pedesaan 

yang memiliki karakteristik masyarakat sebagian besar bermata pencaharian 

sebagai petani, reforma agraria perkotaan memiliki karakteristik masyarakat yang 

lebih beragam. Kehidupan yang beragam dan rumit di perkotaan melahirkan 

banyak persoalan (Lasaiba, 2022). Karakteristik permasalahan masyarakat 

perkotaan salah satunya adalah kemiskinan. 

Kemiskinan perkotaan di Indonesia merupakan gejala nasional yang perlu 

mendapat perhatian serius dalam penanganannya. Masyarakat dengan ekonomi 

rendah di perkotaan merupakan fenomena sosial yang cukup memprihatinkan dan 

mengkhawatirkan karena kemiskinan menjadi sesuatu yang abadi, berkelanjutan, 
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dan tidak dapat diubah melalui reformasi (Lasaiba, 2022). Kemiskinan memiliki 

dampak terhadap keadaan permukiman di perkotaan. Ardiansyah (dalam Ekawati, 

2021) menyatakan bahwa penyebab kemiskinan berdampak terhadap permukiman 

adalah tingginya jumlah penduduk di perkotaan yang diakibatkan oleh 

peningkatan urbanisasi sehingga penduduk miskin di perkotaan meningkat. 

Peningkatan penduduk miskin di perkotaan akan berdampak pada peningkatan 

permukiman kumuh karena penduduk tersebut melakukan pembangunan rumah 

untuk tempat tinggal menggunakan lahan yang tersedia, seperti di bantaran sungai 

atau di samping rel kereta api, akibat tidak mampu membeli rumah di perkotaan. 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui 

program Reforma Agraria menangani permasalahan tersebut dengan penataan aset 

dan penataan akses. Peraturan terkait reforma agraria perkotaan telah tercantum 

dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yaitu 

pada  Pasal 8 (b) yang berisi tentang redistribusi tanah untuk non-pertanian. Di 

sisi lain, terdapat program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dari Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menangani permasalahan 

lingkungan kumuh. Program KOTAKU merupakan kebijakan yang diambil oleh 

Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) sebagai lanjutan dari Peraturan Presiden 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

Nasional Tahun 2015-2019. 

Kawasan bekas Hak Pakai 00001/Mojo atau Eks Hak Pakai 16/Semanggi 

merupakan tanah Hak Pakai milik Pemerintah Kota Surakarta. Kawasan ini 

terletak di Kelurahan Mojo yang merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan 

Semanggi pada tahun 2018. Berdasarkan pemekaran, kelurahan ini dipisahkan 

dari Kelurahan Semanggi oleh Jalan Kyai Mojo sehingga wilayah selatan jalan 

menjadi Kelurahan Mojo, sementara wilayah utara jalan menjadi Kelurahan 

Semanggi. Kawasan ini dikuasai oleh masyarakat ekonomi rendah sebagai tempat 

tinggal dengan mendirikan hunian liar sehingga menimbulkan permukiman 

kumuh. 

Sebelum dikuasai oleh masyarakat dengan ekonomi rendah dan menjadi 

permukiman kumuh, kawasan ini dulunya merupakan tanah dengan Hak Pakai 
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milik Pemerintah Kota Surakarta yang diperuntukkan penggunaan pertanian. 

Adanya pembangunan di lingkungan tersebut meliputi instansi daerah dan tempat-

tempat penting seperti Pasar Klithikan Notoharjo, RSUD Bung Karno, Koramil 

0735 Pasar Kliwon, Taman Cerdas Mojo (dahulu Taman Cerdas Semanggi), 

Rusunawa Mojo (dahulu Rusunawa Semanggi), dan SMP Negeri 11 Surakarta 

mengakibatkan masyarakat Kawasan Hak Pakai 00001/Mojo perlu utuk 

meningkatkan kualitas lingkungan serta ekonomi. 

Dua langkah penting untuk membangun kota adalah dengan memperbaiki 

daerah kumuh dan menyediakan perumahan yang terjangkau secara lebih luas 

sehingga dapat mewujudkan komunitas perkotaan yang aman dan asri (Lasaiba, 

2022). Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Surakarta bersama Dinas Perumahan 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta melaksanakan Program 

KOTAKU untuk melakukan penataan terhadap kawasan HP 00001/Mojo. 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman di lokasi 

tersebut. Melalui program tersebut, dilakukan pembangunan rumah yang 

diberikan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di lahan tersebut. Dalam hal 

ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui 

Kantor Pertanahan Kota Surakarta mendukung dalam penataan aset berupa 

legalisasi aset atau pensertipikatan tanah yang di atasnya dibangun rumah untuk 

masyarakat penerima manfaat. 

Reforma agraria dapat diwujudkan tidak hanya dengan penataan aset, tetapi 

juga penataan akses. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, 

penataan akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan 

lain kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

yang berbasis pada pemanfaatan tanah. Dalam Naskah Strategi Nasional 

Pelaksanaan Reforma Agraria Pemerintahan Jokowi, dijelaskan bahwa 

pendampingan terhadap subjek reforma agraria harus dijalankan untuk menjamin 

hak atas tanah yang diperoleh dapat digunakan dengan optimal dan mencegah 

hilangnya hak atas tanah hasil reforma agraria akibat masyarakat tidak mampu 

mengelola haknya. Bentuk penataan akses dapat berupa fasilitasi permodalan, 

pembangunan sarana dan prasarana, atau pendidikan dan pelatihan. 
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Sejalan dengan Program KOTAKU, Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kota Surakarta 

melakukan kegiatan penataan akses melalui program Penanganan Akses Reforma 

Agraria (ARA) yang meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis tanah. 

Seperti yang dinyatakan oleh Kurnia dan Insani (2020) bahwa salah satu cara 

alternatif untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat adalah 

dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Program Penanganan ARA 

diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di kawasan tersebut. Oleh 

karena itu, penulis tertarik untuk melakukan evaluasi terhadap Program 

Penanganan Akses Reforma Agraria yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan 

Kota Surakarta pada tahun 2022. Menurut Jones (1994), evaluasi adalah suatu 

aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat suatu program dalam 

spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metode analisis, serta bentuk rekomendasi. 

Evaluasi akan dilakukan oleh peneliti dengan meneliti bentuk program, peran 

Kantor Pertanahan dan lembaga terkait, serta dampak Program Penanganan ARA 

terhadap kesejahteraan masyarakat penerima manfaat di kawasan bekas Hak Pakai 

00001/Mojo, Kota Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Reforma agraria merupakan program pemerintah Indonesia untuk mengatasi 

permasalahan-permasalahan terkait pertanahan di Indonesia. Dalam Pasal 2 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma 

Agraria, terdapat tujuh tujuan dari reforma agraria. Adapun tujuan tersebut, yaitu 

1) mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka 

menciptakan keadilan, 2) menangani sengketa dan konflik agraria, 3) menciptakan 

sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui 

pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, 4) 

menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, 5) memperbaiki akses 

masyarakat kepada sumber ekonomi, 6) meningkatkan ketahanan dan kedaulatan 

pangan, dan 7) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Dari tujuh 
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tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa reforma agraria secara umum bertujuan 

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 

Wilayah perkotaan memiliki ciri khusus berupa permukiman kumuh yang 

erat kaitannya dengan kemiskinan. Lingkungan kumuh perkotaan dapat tercipta 

sebagai akibat dari adanya gentrifikasi. Lees, dkk. dalam Tsuroyya (2022) 

menyatakan bahwa gentrifikasi dimaknai sebagai bentuk transformasi kelas sosial 

atau daerah kosong di kawasan tengah kota menjadi kawasan kelompok kelas 

menengah atau untuk tujuan komersial. Gentrifikasi berpotensi menyebabkan 

perpindahan masyarakat kelas bawah ketika kelompok ekonomi menengah atas 

datang dan menetap di sebuah kawasan yang mengakibatkan peningkatan harga 

yang secara tidak langsung mengakibatkan masyarakat kelas bawah tidak sanggup 

bertahan dan pindah dari kawasan tersebut (Atkinson dalam Asyah, 2019). 

Masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki legalitas atas tanah lantas bergeser 

menciptakan permukiman di pinggiran atau pusat kota yang tidak tertata sehingga 

menimbulkan permukiman kumuh. 

Di sisi lain, penyebab timbulnya permukiman kumuh di perkotaan adalah 

tingginya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang terus bertambah 

mengakibatkan permintaan lahan untuk bermukim juga semakin meningkat, 

sementara luas lahan perkotaan tetap. Fenomena tersebut mengakibatkan 

meningkatnya harga lahan. Lahan dengan luas yang kecil atau bahkan ilegal 

menjadi alternatif tempat tinggal bagi masyarakat ekonomi rendah, terutama 

masyarakat migran yang mengadu nasib di kota tanpa adanya kemampuan yang 

dimiliki, meskipun seharusnya lahan tersebut tidak layak sebagai permukiman 

(Fitri & Sulistinah, 2021). 

Upaya perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat kelas bawah adalah 

dengan dilakukannya reforma agraria. Pelaksanaan reforma agraria dimaksudkan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui dua skema, yaitu 

asset reform dan access reform. Asset reform merupakan upaya negara yang 

meliputi pemberian tanah kepada masyarakat yang memerlukan ataupun 

penguatan hak pemilikan atas tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat. 

Sementara, acces reform adalah upaya negara dalam memberdayakan tanah 
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masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri melalui 

akses penyediaan infrastruktur, pembiayaan, pengolahan hingga pasca produksi, 

dan pemasaran, hingga distribusinya (Waryanta, 2016). Reforma agraria dengan 

program sertifikasi tanah tidak cukup untuk dapat menjamin keberlangsungan 

kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah sebagai usaha memperbaiki 

ruang hidup. Sertipikat tanah hanya memberikan justifikasi kepemilikan, namun 

belum tentu penguasaan atau pemanfaatannya. Access reform berupa 

pemberdayaan masyarakat yang berbasis tanah bertujuan untuk memandirikan 

masyarakat dari kemiskinan dan keterbelakangan (Rachman & Adianto, 2022). 

Pasca legalisasi aset serta Program KOTAKU, Kantor Pertanahan Kota 

Surakarta melaksanakan Program Penanganan ARA di kawasan bekas Hak Pakai 

00001/Mojo. Program Penanganan ARA yang dilaksanakan bertujuan untuk 

meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat di lokasi tersebut. Oleh sebab itu, 

rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah pelaksanaan Program 

Penanganan ARA oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta yang bertujuan untuk 

meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat. Agar program dapat berlanjut dan 

sebagai masukan bagi pembuat kebijakan, maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui bentuk kegiatan, peran lembaga terkait, dan dampak program 

penanganan akses reforma agraria di Kota Surakarta. 

C. Tujuan dan Manfaat 

Dari rumusan permasalahan yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki 

tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui bentuk Program Penanganan Akses Reforma Agraria yang 

dilakukan di Kota Surakarta. 

2. Mengetahui peran Kantor Pertanahan Kota Surakarta dan instansi 

terkait dalam Program Penanganan Akses Reforma Agraria di Kota 

Surakarta. 

3. Mengetahui dampak program Penanganan Akses Reforma Agraria 

terhadap kesejahteraan masyarakat subjek Penanganan Akses Reforma 

Agraria di Kota Surakarta. 
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Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu 

1. Manfaat akademis 

a. Menambah pengetahuan penulis terkait reforma agraria di 

wilayah perkotaan. 

b. Mengembangkan kajian terkait reforma agraria di wilayah 

perkotaan. 

2. Manfaat praktis 

a. Memberikan gambaran terkait permasalahan yang ada pada 

kegiatan reforma agraria perkotaan. 

b. Sebagai masukan kepada Kantor Pertanahan Kota Surakarta 

terkait program reforma agraria perkotaan demi meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 
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BAB VII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Bentuk Program Penanganan Akses Reforma Agraria dilakukan melalui 

pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan: 1) BUDIKDAMBER, 

2) pembuatan kebun sayur 3) pelatihan kuliner, dan 4) seminar terhadap orang tua 

dan anak. Dalam Penanganan ARA juga dilakukan penataan kawasan. Sementara, 

model Penanganan ARA yang belum terealisasi adalah CSR. 

Kantor Pertanahan Kota Surakarta dalam melaksanakan Penanganan ARA 

bekerja sama dengan beberapa instansi. Adapun lembaga yang berperan aktif 

secara langsung dalam kegiatan Penanganan ARA, yaitu Dinpertan KPP, Dinas 

Koperasi UKM dan Perindustrian, Disperum KPP, DP3AP2KB, Pemerintah 

Kelurahan Mojo, Pokja Penataan Hak  Pakai 00001 Mojo, dan Perumda BPR 

Bank Solo. Sementara, lembaga yang tidak berpartisipasi secara aktif dalam 

pemberdayaan masyarakat dalam Penanganan ARA, yaitu DPMPTSP, BPKAD, 

dan Bappeda. 

Adanya program Penanganan ARA berdampak pada kesejahteraan 

masyarakat yang dapat dilihat melalui aset penghidupan. Aset penghidupan yang 

mengalami perubahan yaitu: aset finansial, aset fisik, aset alam dan aset sosial. 

Aset yang mengalami perubahan adalah aset yang persentasenya meningkat. Aset 

yang persentasenya mengalami peningkatan yaitu: 1) aset finansial, dari 58% ke 

63%; 2) aset fisik, dari 69% ke 73%, 3)aset sumberdaya alam, dari 78% ke 87%, 

dan 4) aset sosial, dari 49% ke 94%. Sementara yang tidak mengalami perubahan 

adalah aset sumber daya manusia. Apabila dilihat dari keseluruhan aset, terdapat 

empat aset yang meningkat dan satu aset yang tetap. Kondisi ini menunjukan 

bahwa program penanganan ARA berhasil meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dilihat dari perubahan atau peningkatan 4 (empat) dari 5 (lima) aset 

atau sebesar 80% dari total aset penghidupan yang dimiliki oleh masyarakat 

Kampung Kenteng. 
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B. Saran 

Saran terhadap Program Penanganan ARA di Kota  Surakarta tahun 2022 

adalah perlunya koordinasi yang lebih baik antara Kantor Pertanahan Kota 

Surakarta dengan instansi terkait agar program dapat dilaksanakan secara lebih 

maksimal dan memberikan hasil yang manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh 

masyarakat. Instansi terkait yang tergabung dalam Tim Penanganan ARA 

hendaknya lebih berperan secara aktif dalam menyukseskan program. Kesuksesan 

Program Penanganan ARA tidak serta merta hanya dilihat dari kinerja Kantor 

Pertanahan beserta instansi terkait, tetapi juga masyarakat penerima manfaat. 

Perlu adanya kerja sama masyarakat yang baik agar program dapat berjalan lebih 

maksimal. 

Target kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu diperhatikan berdasarkan 

kesesuaian program dengan penerima manfaat. Analisis livelihood dapat 

digunakan sebagai instrumen pada pemetaan sosial dalam Penanganan ARA. 

Dengan analisis tersebut dapat diketahui keadaan aset penghidupan masyarakat di 

suatu wilayah sehingga dapat digunakan untuk menentukan bentuk program yang 

sesuai dengan keadaan masyarakat. 
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